BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari hasil kajian tentang keselamatan

transportasi jalan di Ruas Jalan Tol Jakarta — Cikampek Antara lain:

1. Lokasi daerah rawan kecelakaan yang telah dianalisis selama 3 tahun

terakhir (2020-2022) didapatkan bahwa tingkat kecelakaan yang paling
tinggi adalah KM 49-50 Jalur A dan KM 17-16 jalur B.

2. Klasifikasi kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol Jakarta — Cikampek,

sebagai berikut:

a.

Tipe kecelakaan tertinggi selama 3 tahun terakhir (2020-2022)
adalah dengan Kklasifikasi kecelakaan ganda sebanyak 597
kecelakaan;

Kendaraan yang sering mengalami kecelakaan pada 3 tahun
terakhir (2020-2022) adalah kendaraan LV dengan Kklasifikasi
kendaraan Minibus sebanyak 390 kendaraan;

Berdasarkan hari dan waktu kecelakaan selama hari kerja dan hari
libur pada 3 tahun terakhir (2022-2022), kecelakaan pada hari
kerja sebanyak 713 kecelakaan, hari libur sebanyak 322
kecelakaan. Dan berdasarkan waktu, kecelakaan paling banyak
terjadi pada pukul 00:00 — 06:00 sebanyak 501 kecelakaan;
Penyebab kecelakaan tertinggi pada 3 tahun terakhir (2020-2022)
adalah dari pengemudi dengan jumlah 902 kecelakaan;

Tingkat kecelakaan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar
5,70 per KM.

3. Berdasarkan hasil DRK, rekomendasi yang diharapkan yaitu kebutuhan

fasilitas keselamatan seperti perlengkapan jalan dan juga perbaikan

pada perkerasan jalan.

208



V.2

Saran

Saran untuk PT. Jasamarga Transjawa Tol Ruas Jakarta —
Cikampek:
1. Melakukan perbaikan perkerasan yang mengalami kerusakan atau

keretakan yang disebabkan karena kendaraan bermuatan berlebih dan
juga kendaraan kecepatan tinggi;
Melakukan perbaikan pada SARKAPJA yang mengalami kerusakan atau
hilang;
Lokasi rawan kecelakaan pada titik KM 49-50 jalur A diidentifikasi
dalam keadaan ramai. Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek KM 49 - 50
jalur A merupakan ruas jalan tol pertemuan Antara ruas Jalan Tol
layang MBZ (jalur atas) dengan ruas Jalan Tol Jakarta — Cikampek
(jalur bawah). Pengemudi di KM 49 - 50 jalur A cenderung melajukan
kendaraannya dengan kecepatan di atas 80 KM/jam baik kendaraan
kecil maupun besar. Maka, penanganan yang dapat dilakukan dengan:
a. Pemasangan speed reducer, memberikan efek visual kepada
pengemudi untuk mengurangi kecepatan kendaraannya;
b. Penambahan VMS himbauan mengurangi kecepatan, mengecek
kondisi ban.
Lokasi rawan kecelakaan pada titik KM 17-16 Jalur B mempunyai
kondisi lalu lintas yang ramai dan relatif lancar. Untuk dibeberapa sisi
bahu jalan terpotong oleh tiang penyangga jembatan, sehingga fungsi
beberapa bahu jalan kurang optimal. Pada waktu tertentu lalu lintas di
KM 17-16 Jalur B cukup padat karena lokasinya sudah mulai memasuki
area dalam kota dimana banyak pengguna jalan yang baru saja
kembali menghabiskan akhir pekan yang datang dari arah Cikampek.
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Maka, penanganan yang dapat dilakukan dengan:

a. Pemasangan warning light pada off ramp untuk memperingatkan
pada pengguna jalan adanya potensi bahaya kendaraan yang akan
keluar dari lajur utama;

b. Pemasangan rumble strip agar pengendara lebih berhati — hati
lagi; dan

c. Pemasangan marka tepi berprofil pada sisi jalan guna
mengingatkan pengendara karena sudah keluar dari garis marka

tepi berprofil.
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